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Abstract. Income inequality remains a major challenge in Bali Province, despite the region’s
heavy reliance on the tourism sector. Access to basic infrastructure such as electricity,
roads, and clean water plays a crucial role in improving welfare and reducing disparities
between regions. However, previous studies have shown significant inconsistencies
regarding the impact of infrastructure on income inequality. Moreover, comprehensive
research analyzing the simultaneous and partial effects of electricity, road, and water
infrastructure on income inequality at the regency/city level in Bali remains limited. This
study aims to analyze the influence of infrastructure variables (electricity, roads, and clean
water) on income inequality across regencies/cities in Bali during the period from 2017 to
2023. The analysis employs panel data regression using Pooled OLS, Fixed Effects Model, and
Random Effects Model approaches. Model selection is based on the Chow test, Hausman
test, and Lagrange Multiplier test, incorporating both descriptive and inferential statistical
techniques. The findings reveal that, simultaneously, infrastructure variables significantly
influence income inequality, with an adjusted R-squared value of 0.937. Partially, electricity
infrastructure has a positive and significant effect, indicating that increased access to
electricity may be associated with rising inequality due to uneven economic activity. Road
infrastructure exerts a significant negative effect, suggesting that improved road quality
can help reduce inequality. Meanwhile, clean water infrastructure shows a negative but
statistically insignificant effect. These findings highlight the importance of equitable and
targeted infrastructure development—particularly in the electricity and road sectors—to
effectively reduce income inequality in Bali through more inclusive and sustainable
development planning.

Keywords: Income Inequality, Infrastructure Development, Electricity Infrastructure, Road
Infrastructure, Water Infrastructure

Abstrak. Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan utama di Provinsi
Bali, meskipun daerah ini sangat bergantung pada sektor pariwisata. Akses terhadap
infrastruktur dasar seperti listrik, jalan, dan air bersih memiliki peran penting dalam
meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Namun,
penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi hasil yang signifikan mengenai pengaruh
infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan. Lebih lanjut, penelitian komprehensif
yang menganalisis pengaruh simultan dan parsial infrastruktur listrik, jalan, dan air
terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat kabupaten/kota di Bali masih sangat

47


mailto:nyoman.santika008@unud.ac.id

terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel infrastruktur
(listrik, jalan, dan air bersih) terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat
kabupaten/kota di Bali selama periode 2017 hingga 2023. Analisis dilakukan menggunakan
regresi data panel dengan pendekatan Pooled OLS, Fixed Effects Model, dan Random
Effects Model. Pemilihan model didasarkan pada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange
Multiplier dengan teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara simultan variabel infrastruktur berpengaruh signifikan
terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai adjusted R-squared sebesar 0,937.
Secara parsial, infrastruktur listrik berpengaruh positif signifikan yang mengindikasikan
bahwa peningkatan akses listrik dapat terkait dengan meningkatnya ketimpangan akibat
aktivitas ekonomi yang tidak merata. Infrastruktur jalan memiliki pengaruh negatif
signifikan yang menandakan bahwa kualitas jalan yang lebih baik dapat membantu
menekan ketimpangan. Infrastruktur air bersih menunjukkan pengaruh negatif namun
tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menegaskan pentingnya pembangunan
infrastruktur yang merata dan terarah, khususnya pada sektor listrik dan jalan, guna
menurunkan ketimpangan pendapatan di Bali secara efektif melalui perencanaan
pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pembangunan Infrastruktur, Infrastruktur Listrik,
Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Air

LATAR BELAKANG

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi salah satu tantangan utama
pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Ketimpangan ini terjadi ketika ada perbedaan signifikan dalam akses masyarakat
terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang
layak. Ketimpangan tersebut sering kali berakar pada disparitas infrastruktur
antarwilayah (del Carpio et al., 2022). Ketika infrastruktur tidak merata, masyarakat di
daerah terpencil sulit mendapatkan layanan dasar yang penting untuk meningkatkan
kualitas hidup. Hal ini memperburuk ketimpangan pendapatan, karena wilayah dengan
infrastruktur yang baik cenderung menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
dibandingkan daerah yang infrastrukturnya tertinggal (Nijman & Wei, 2020).

Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia terlihat dari disparitas Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) antarwilayah. Daerah yang menjadi pusat ekonomi
cenderung memiliki PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain yang masih
tertinggal secara ekonomi (Purwanti & Setyari, 2021). Hal ini mengindikasikan adanya
konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, yang memperlihatkan tidak meratanya
pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pembangunan, yang pada akhirnya
memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah (Paddu, 2024).

Meskipun Bali dikenal sebagai ikon pariwisata Indonesia dengan daya tarik global
yang mendatangkan jutaan wisatawan setiap tahunnya, PDRB per kapitanya masih relatif
rendah dibandingkan beberapa provinsi lain yang tidak memiliki reputasi pariwisata
sekuat Bali. Dengan PDRB per kapita sebesar 62,293 ribu rupiah, Bali berada di peringkat
menengah ke bawah, tertinggal jauh dari provinsi seperti DKI Jakarta (322,615 ribu
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rupiah) dan Kalimantan Timur (215,761 ribu rupiah). Hal ini mencerminkan adanya
kesenjangan antara kontribusi pariwisata yang masif terhadap ekonomi lokal dengan
pendapatan rata-rata yang dinikmati masyarakatnya. Ketimpangan ini menggambarkan
potensi sektor pariwisata Bali yang belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara merata. Oleh karena itu, Bali
dipilih menjadi lokasi penelitian ini yang menyoroti peran infrastruktur dan pariwisata
dalam mengatasi tantangan ketimpangan distribusi pendapatan.

Disamping itu, pemilihan lokasi penelitian di Provinsi Bali juga dikarenakan provinsi
ini mengalami pembangunan infrastruktur yang masif karena adanya hilirisasi pariwisata
oleh Menteri Investasi (Kementerian Investasi/BKPM, 2024). Hilirisasi versi pariwisata
yang dijelaskan mencakup upaya untuk meningkatkan daya jual sektor pariwisata melalui
pengembangan infrastruktur pendukung. Contoh konkret yang disebutkan adalah
rencana pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis kereta dengan model
business-to-business (B2B). Proyek ini bertujuan untuk memberikan aksesibilitas yang
lebih baik bagi wisatawan, sehingga meningkatkan pengalaman pariwisata dan daya
saing Bali sebagai destinasi unggulan di tingkat global.

Dikutip dari CNN Indonesia (2024), infrastruktur di Provinsi Bali tidak sejalan
dengan kepadatan turis yang berkunjung. Infrastruktur di provinsi ini, terutama di
daerah-daerah wisata utama, seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar, telah berkembang
pesat untuk menunjang pertumbuhan pariwisata yang terus meningkat. Namun, daerah-
daerah, seperti Klungkung, Karangasem, Bangli, dan Jembrana masih menghadapi
masalah aksesibilitas, di mana kualitas infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan
pendidikan masih belum setara dengan daerah perkotaan (Bali Post, 2024). Tingginya
disparitas suatu daerah dapat menciptakan ketegangan sosial dan menghambat
pertumbuhan serta pembangunan ekonomi (Wiriana & Kartika, 2020).

Permasalahan ketimpangan infrastruktur yang terjadi di Provinsi Bali, disebabkan
oleh pembangunan infrastruktur yang lebih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan.
Daerah seperti Kuta, Nusa Dua, dan Denpasar menikmati fasilitas yang sangat lengkap,
termasuk jalan tol, bandara internasional, dan jaringan transportasi yang baik. Sebaliknya,
Bali Utara dan wilayah lainnya, seperti Jembrana dan Karangasem, masih menghadapi
minimnya fasilitas transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang memadai (Hasan &
Rusiana, 2024). Ketimpangan infrastruktur ini semakin memperlebar jurang
kesejahteraan dan mempersulit upaya pembangunan yang merata.

Fenomena ini memiliki keterkaitan dengan “Dutch Disease”, sebagaimana dijelaskan
oleh International Monetary Fund (IMF, n.d) bahwa Dutch Disease adalah fenomena
ekonomi yang terjadi ketika lonjakan pendapatan dari sektor tertentu, seperti sumber
daya alam menyebabkan pergeseran ekonomi yang merugikan sektor lain. Hal ini
biasanya ditandai dengan apresiasi mata uang, penurunan daya saing sektor tradisional
(seperti pertanian dan manufaktur), serta ketergantungan ekonomi pada sektor
dominan. Fenomena ini dapat menghambat diversifikasi ekonomi dan menciptakan
ketimpangan pembangunan.
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Dutch Disease di Provinsi Bali seperti yang dijelaskan pada penelitian Meydianawathi
& Suman (2023) terlihat dari dominasi sektor pariwisata yang memusatkan investasi dan
pembangunan infrastruktur di kawasan wisata utama, seperti Kuta, Nusa Dua, dan Ubud.
Sementara itu, wilayah lain, seperti Jembrana dan Karangasem mengalami keterbatasan
akses terhadap infrastruktur dasar, seperti transportasi dan layanan publik.
Ketergantungan pada pariwisata juga mendorong konversi lahan pertanian menjadi hotel
dan fasilitas wisata, melemahkan sektor agrikultur yang sebelumnya menjadi tulang
punggung ekonomi Bali. Akibatnya, ketimpangan infrastruktur dan ekonomi antar
wilayah semakin nyata, memperlebar jurang kesejahteraan dan menghambat
pembangunan yang merata di provinsi ini.

Penelitian yang dilakukan Kawiana dkk. (2024) menganalisis dampak
pengembangan infrastruktur strategis terhadap pertumbuhan ekonomi Bali dengan
menggunakan pendekatan Input-Output Table (IOT). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa investasi senilai Rp14,7 triliun untuk berbagai proyek monumental, seperti
Pelabuhan Benoa, Jalan Tol Jagat Kerthi, dan Waduk Sidan, mampu meningkatkan PDRB
Bali hingga 9,71 persen. Sektor konstruksi merasakan dampak terbesar dengan
peningkatan sebesar 93,56 persen, diikuti oleh sektor real estate (11,06 persen).
Infrastruktur ini juga memiliki multiplier efek yang signifikan, mendorong peningkatan
output ekonomi lintas sektor, pendapatan rumah tangga, dan nilai tambah bruto.

Hasil penelitian tersebut didukung artikel yang dilansir dari Nusabali.com (2023)
bahwa pembangunan infrastruktur di Bali menunjukkan kemajuan signifikan, dengan
fokus pada proyek strategis untuk mendukung visi "Era Baru Bali." Beberapa proyek
utama meliputi pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali (Gilimanuk-Mengwi),
pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub, dan Bendungan
Sidan serta Bendungan Tamblang. Dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp12
triliun, proyek-proyek ini didanai dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, dan
investasi swasta. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas,
menyeimbangkan pembangunan antar wilayah Bali, membuka peluang ekonomi baru,
serta mendukung sektor pariwisata dan logistik. Selain itu, proyek ini bertujuan
mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru, meskipun tantangan
seperti pandemi COVID-19 sempat mempengaruhi progresnya.

Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Bali Utara dan Bali Selatan
merupakan masalah yang berakar pada perbedaan fokus pengembangan yang terjadi
selama beberapa dekade terakhir (Nggini, 2019). Bali Selatan, yang mencakup daerah,
seperti Kuta, Denpasar, Seminyak, hingga Nusa Dua, telah lama menjadi pusat gravitasi
pariwisata pulau ini. Kawasan ini menikmati infrastruktur yang sangat lengkap, termasuk
jalan tol, bandara internasional, jaringan transportasi yang baik, dan fasilitas akomodasi
berstandar global. Investasi besar-besaran di sektor pariwisata telah mengubah kawasan
ini menjadi destinasi utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, yang pada
gilirannya terus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini (Parmawati dkk., 2022).
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Sebaliknya, Bali Utara memiliki perkembangan yang jauh lebih lambat. Infrastruktur
di kawasan ini masih minim, ditandai dengan jalan yang kurang memadai, terbatasnya
fasilitas kesehatan, pendidikan, dan konektivitas transportasi. Padahal, Bali Utara
memiliki potensi besar dari sisi alam, seperti air terjun Gitgit, Danau Tamblingan, Pantai
Lovina yang terkenal dengan lumba-lumbanya, serta pegunungan yang asri. Sayangnya,
potensi ini belum dimaksimalkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah maupun
investor. Banyak wisatawan kesulitan mencapai kawasan ini akibat aksesibilitas yang
rendah, sehingga kawasan utara sering kali kalah bersaing dibandingkan daerah selatan
yang lebih mudah dijangkau (Hasan & Rusiana, 2024).

Infrastruktur yang memadai tidak hanya memudahkan akses masyarakat terhadap
layanan dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan
produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan menekan angka kemiskinan. Sebagai
contoh, infrastruktur jalan yang baik mendukung kelancaran distribusi barang, baik hasil
produksi pertanian menuju pasar maupun bahan baku, seperti pupuk dan alat pertanian
ke pusat produksi. Dengan distribusi yang efisien, biaya pengangkutan menjadi lebih
rendah, sehingga harga barang lebih kompetitif dan daya beli masyarakat meningkat.
Selain itu, keberadaan infrastruktur yang memadai mempercepat akses masyarakat
terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha, yang secara keseluruhan
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan di suatu wilayah (Sistara, 2021).

Berdasarkan perbandingan terhadap rata-rata nilai IW Provinsi Bali sebesar 0,04,
daerah-daerah dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, wilayah dengan
ketimpangan di atas rata-rata provinsi mencakup Kabupaten Badung (0,30), Kota
Denpasar (0,16), Kabupaten Bangli (0,12), dan Kabupaten Karangasem (0,12). Kedua,
wilayah dengan ketimpangan sama dengan rata-rata provinsi adalah Kabupaten
Jembrana (0,04). Ketiga, wilayah dengan ketimpangan di bawah rata-rata provinsi
meliputi Kabupaten Buleleng (0,07), Kabupaten Klungkung (0,03), Kabupaten Gianyar
(0,02), dan Kabupaten Tabanan (0,01). Pola ini menunjukkan bahwa wilayah dengan
konsentrasi aktivitas ekonomi tertentu, terutama di sektor pariwisata dan jasa,
cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibanding wilayah yang
ekonominya lebih tersebar.

Peningkatan nilai IW juga terjadi di beberapa wilayah lainnya, seperti Kabupaten
Karangasem, Bangli, dan Buleleng, terutama dalam beberapa tahun terakhir.
Peningkatan ini diduga diperkuat oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperlebar
ketimpangan antarwilayah akibat perbedaan daya tahan ekonomi dan akses
infrastruktur. Meskipun demikian, seluruh kabupaten/kota di Bali masih tergolong dalam
kategori ketimpangan rendah, karena nilai IW-nya berada di bawah ambang batas 0,35.

Namun, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar tetap menjadi wilayah dengan nilai
IW tertinggi di Bali, menunjukkan ketimpangan ekonomi yang relatif mencolok.
Ketimpangan ini erat kaitannya dengan disparitas pembangunan dan akses infrastruktur,
di mana wilayah selatan Bali lebih maju dibanding wilayah utara dan timur. Di sisi lain,
wilayah seperti Karangasem yang mengalami peningkatan IW dalam beberapa tahun
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terakhir masih menghadapi tantangan dalam pembangunan pascapandemi. Oleh karena
itu, upaya pemerataan infrastruktur dan pembangunan ekonomi lintas sektor sangat
diperlukan guna mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Bali secara menyeluruh.

Infrastruktur yang dimaksudkan dalam penelitian ini dibatasi pada infrasstruktur
listrik, jalan, dan air. Konsumsi energi per kapita dan listrik sangat berkaitan erat dengan
pertumbuhan ekonomi serta indikator gaya hidup modern, di mana tingkat konsumsi
listrik sering dikaitkan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik.
Ketimpangan dalam mengakses infrastruktur listrik tidak hanya memperburuk akses
terhadap peluang sosial-ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan, tetapi juga
menghambat pembangunan manusia dan mengancam keberlanjutan pembangunan
ekonomi jangka panjang.

Data mengenai jumlah pelanggan listrik di masing-masing kabupaten/kota di Bali
pada Tabel 1.2 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya,
yang mencerminkan peningkatan akses terhadap infrastruktur listrik. Kabupaten
Denpasar, sebagai ibu kota Provinsi Bali, memiliki jumlah pelanggan listrik tertinggi, yang
juga menunjukkan akses yang lebih luas terhadap sumber daya listrik dibandingkan
daerah lain. Sementara itu, daerah dengan jumlah pelanggan lebih rendah, seperti
Kabupaten Klungkung dan Bangli, menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan
jumlah pelanggan, akses listrik di daerah-daerah ini masih terbatas dibandingkan dengan
kabupaten/kota lainnya.

Namun, perlu dicermati bahwa tidak semua daerah mengalami peningkatan jumlah
pelanggan listrik setiap tahunnya secara konsisten. Sebagai contoh, Kabupaten Tabanan
memiliki jumlah pelanggan yang stagnan sejak tahun 2021 hingga 2023, yaitu sebanyak
151.502 pelanggan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain
pertumbuhan penduduk yang melambat, keterbatasan dalam perluasan jaringan listrik,
atau adanya peralihan sumber energi oleh sebagian masyarakat. Sementara itu,
Kabupaten Buleleng sempat mengalami penurunan jumlah pelanggan pada tahun 2021
sebelum kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya, yang kemungkinan berkaitan
dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan konsumsi energi
rumah tangga.

Sebagai tambahan, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Provinsi Bali telah mencapai rasio elektrifikasi 100% sejak tahun 2019.
Namun, capaian ini tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kualitas akses listrik di
seluruh wilayah Bali. Masih terdapat masyarakat yang belum menikmati layanan listrik
secara mandiri, seperti yang ditunjukkan melalui pelaksanaan program Light Up the
Dream (LUTD) oleh PLN UID Bali. Program LUTD merupakan inisiatif sosial PLN untuk
memberikan sambungan listrik kepada warga kurang mampu yang sebelumnya belum
terlayani secara langsung oleh jaringan PLN. Sepanjang tahun 2024, program ini telah
menghadirkan akses listrik bagi 168 pelanggan di Bali, dan pada awal 2025, kembali
menyasar 16 pelanggan di wilayah seperti Buleleng, Bangli, Klungkung, Karangasem, dan
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Tabanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rasio elektrifikasi secara statistik sudah
mencapai 100%, masih ada masyarakat yang mengandalkan sambungan listrik dari rumah
tetangga atau belum memiliki instalasi listrik sendiri (Wartakini, 2025).

Daerah seperti Denpasar dan Badung menunjukkan tingkat ketergantungan yang
tinggi terhadap jaringan listrik PLN, terutama untuk mendukung sektor jasa dan
pariwisata yang padat energi. Sementara itu, wilayah seperti Bangli, Karangasem, dan
Buleleng masih membutuhkan intervensi tambahan untuk memastikan seluruh
masyarakat dapat menikmati akses listrik yang layak, stabil, dan mandiri (Wartakini,
2025). Oleh karena itu, keberhasilan elektrifikasi perlu dilihat tidak hanya dari sisi
kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif, termasuk kemudahan akses, keterjangkauan
biaya, serta keandalan layanan listrik yang diterima masyarakat di seluruh wilayah Bali.

Ketimpangan ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi antara
daerah yang lebih maju, seperti Denpasar dan Badung, dengan daerah yang lebih
tertinggal, seperti Klungkung dan Bangli. Peningkatan ketimpangan ini menghambat
pembangunan manusia dan potensi ekonomi jangka panjang, karena akses yang terbatas
terhadap listrik mengurangi peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Selain infrastruktur listrik, pembangunan infrastruktur jalan memiliki pengaruh
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan infrastruktur jalan
akan memperlancar arus barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ini menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan
masyarakat, dan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan (Rozali, 2020).

Fluktuasi panjang jalan di Bali selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika
pembangunan infrastruktur yang tidak merata antarwilayah. Misalnya, Kabupaten
Badung mengalami penurunan panjang jalan kabupaten secara drastis, diduga akibat
reklasifikasi, sedangkan Kabupaten Bangli mencatat peningkatan jalan provinsi yang
signifikan. Ketimpangan distribusi jalan ini berpotensi memperbesar disparitas ekonomi,
karena infrastruktur jalan yang lebih baik meningkatkan mobilitas dan akses terhadap
kegiatan ekonomi. Selain jalan, infrastruktur dasar lainnya seperti listrik dan air bersih
juga memegang peran penting dalam mendukung produktivitas dan kualitas hidup, yang
pada akhirnya berdampak pada distribusi pendapatan.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait
pengaruh infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan. Hulu & Wahyuni (2021)
menemukan bahwa infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan,
sementara Widodo dkk. (2022) menunjukkan pengaruh yang bervariasi tergantung
tingkat administrasi wilayah. Penelitian lain seperti Masinambow & Sumual (2024) dan
Sigiro (2023) bahkan memberikan hasil yang saling bertolak belakang. Infrastruktur
seperti jalan dan telekomunikasi dapat memperlebar ketimpangan bila tidak
didistribusikan secara adil, sementara infrastruktur listrik dan bandara berpotensi
mengurangi kesenjangan melalui peningkatan akses terhadap layanan publik dan
peluang ekonomi.
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Ketimpangan infrastruktur di Bali tercermin dari kesenjangan antara wilayah maju
dan wilayah tertinggal. Daerah dengan infrastruktur yang berkembang, khususnya
kawasan pariwisata, cenderung memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi. Sebaliknya,
wilayah dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dasar mengalami keterlambatan
dalam peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini
dilakukan untuk menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan di Provinsi Bali sebagai upaya memberikan landasan ilmiah bagi perencanaan
pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data
panel untuk menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan di Provinsi Bali pada periode 2017-2023. Variabel independen meliputi
indikator infrastruktur seperti jumlah pelanggan listrik, panjang jalan dalam kondisi baik,
dan akses air bersih, sedangkan variabel dependen adalah ketimpangan pendapatan
yang diukur menggunakan Indeks Williamson. Selain itu, variabel kontrol seperti
pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka turut
dimasukkan guna memastikan hasil analisis tidak bias akibat faktor eksternal lainnya
(Wooldridge, 2020).

Lokasi penelitian mencakup sembilan kabupaten/kota di Bali yang dipilih
berdasarkan perbedaan signifikan dalam tingkat ketimpangan dan akses infrastruktur.
Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta
publikasi resmi "Kabupaten dalam Angka". Dengan total 63 observasi (9 wilayah x 7
tahun), penelitian ini memanfaatkan regresi data panel dengan tiga pendekatan estimasi:
Pooled OLS, Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), serta
menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier untuk menentukan model
terbaik (Gujarati, 2012).

Untuk menguji pengaruh infrastruktur secara simultan maupun parsial terhadap
ketimpangan pendapatan, dilakukan Uji F dan Uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Selain
itu, pengujian terhadap multikolinearitas dan heteroskedastisitas dilakukan guna
memastikan validitas hasil regresi. Penelitian ini tidak melakukan uji normalitas karena
sesuai dengan hukum bilangan besar, model dianggap valid pada sampel besar. Teknik
analisis ini memungkinkan identifikasi pola distribusi ekonomi yang kompleks dan
mengukur signifikansi infrastruktur dalam menciptakan keadilan ekonomi di Bali
(Wirawan, 2017; Wooldridge, 2020).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Terhadap Data Penelitian
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Tabel 1. Statistik Deskriptif

Ketimpangan  Listrik Jalan Air  Miskin TPT
Mean 0,0743 165.844,9 76.653,29 94,2284 4,6138 9.496,841
Maximum 0,3000 401.249,0 71.7405,0 100,0000 6,9800 41.334,00
Minimum 0,0000 54.584,00 486,0000 58,0400 1,7800 686,0000
Std. Dev. 0,0792 96.274,72 104.767,0 8,3998 1,4112 9.575,850
Observations 63 63 63 63 63 63

Sumber: data terlampir pada skripsi penulis

Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik, jumlah observasi untuk setiap variabel
dalam penelitian ini adalah 63. Variabel ketimpangan memiliki nilai minimum sebesar
0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,300 dengan rata-rata (mean) sebesar 0,0743 serta
standar deviasi sebesar 0,0792. Nilai rata-rata yang lebih kecil dibandingkan standar
deviasi menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup tinggi dalam tingkat
ketimpangan antarwilayah. Sementara itu, variabel infrastruktur listrik memiliki rata-rata
sebesar 165.844,9 dengan nilai minimum 54.584 dan maksimum 401.249, serta standar
deviasi 96.274,72. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam
jumlah listrik terjual di berbagai kabupaten/kota yang diamati. Didukung oleh visualisasi
peta cahaya (light map) Provinsi Bali yang menunjukkan wilayah seperti Denpasar,
Badung, Gianyar, dan Tabanan terang benderang yang menandakan konsumsi listrik
tinggi. Sementara daerah seperti Jembrana, Bangli, dan Karangasem tampak lebih redup,
mencerminkan konsumsi listrik yang lebih rendah. Visual ini menguatkan ketimpangan
infrastruktur listrik antarwilayah.

Untuk variabel infrastruktur jalan, rata-rata panjang jalan dalam kondisi baik
sebesar 76.653,29 km dengan nilai minimum 486 km dan maksimum 717.405 km, serta
standar deviasi sebesar 104.767 km. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata
menunjukkan tingkat variasi yang tinggi dalam kualitas infrastruktur jalan antarwilayah.
Selanjutnya, akses terhadap sumber air minum layak memiliki nilai rata-rata 94,23 persen
dengan minimum 58,04 persen dan maksimum 100 persen, serta standar deviasi sebesar
8,40. Artinya sebagian besar daerah telah memiliki akses air bersih yang cukup baik.
Variabel tingkat kemiskinan memiliki rata-rata 4,61 persen dengan standar deviasi 1,41
persen, yang menunjukkan perbedaan kecil antarwilayah. Terakhir, variabel tingkat
pengangguran terbuka (TPT) memiliki nilai rata-rata 9.496,84 orang dengan standar
deviasi 9.575,85, mencerminkan adanya ketimpangan jumlah pengangguran di berbagai
kabupaten/kota.
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Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel
Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 66,896686 (8.49)  0,0000
Cross-section Chi-square 156,137796 8 0,0000

Sumber: data terlampir pada skripsi penulis

Uji Chow dilakukan untuk membandingkan model Pooled OLS dengan Fixed Effect.
Jika hasilnya menunjukkan bahwa Fixed Effect lebih baik, maka dapat disimpulkan bahwa
ada unobserved heterogeneity yang harus diakomodasi. Berdasarkan hasil uji Chow,
diperoleh nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak. Hal ini
mengindikasikan bahwa model Fixed Effect lebih tepat digunakan dibandingkan Pooled
OLS, karena terdapat perbedaan signifikan antar individu dalam panel data yang tidak
dapat dijelaskan oleh Pooled OLS. Namun demikian, karena uji Chow tidak
mempertimbangkan kemungkinan adanya efek acak, maka diperlukan uji Hausman untuk
menentukan apakah model yang lebih sesuai adalah Fixed Effect atau Random Effect.
Hasil uji terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sqg.d.f.  Prob.

Cross-section random 79,821701 5 0,0000

Sumber: data terlampir pada skripsi penulis

Berdasarkan hasil uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05,
yang berarti hipotesis nol ditolak. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan
antara estimasi Fixed Effect (FE) dan Random Effect (RE), sehingga asumsi dasar dari
model Random Effect—yakni tidak adanya korelasi antara efek individual dan variabel
penjelas—tidak terpenuhi. Oleh karena itu, model estimasi yang tepat digunakan dalam
penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Pemilihan FEM didasarkan pada
kemampuannya dalam mengakomodasi heterogenitas yang tidak teramati antardaerah
yang mungkin berkorelasi dengan variabel independen. Hal ini menjadikan FEM sebagai
pendekatan yang lebih andal dalam mengukur efek ceteris paribus karena ia
memperbolehkan setiap unit cross-section (misalnya kabupaten/kota) memiliki intersep
tersendiri.
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Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil korelasi variabel

LISTRIK ~ JALAN AIR PE MISKIN TPT
LISTRIK 1,0000 0,1400 0,1652 0,9745 -0,6528 0,7480
JALAN 0,1400 1,0000 -0,4471 0,1491 -0,1507 0,0668
AIR 0,1652 -0,4471 1,0000 0,0964 -0,0827 0,3126
PE 0,9745 0,1491 0,0964 1,0000 -0,6748 0,6714
MISKIN -0,6528 -0,1507 -0,0827 -0,6748 1,0000 -0,2888
TPT 0,7480 0,0668 0,3126 0,6714 -0,2888 1,0000

Sumber: data terlampir pada skripsi penulis

Untuk mengatasi permasalahan korelasi tersebut maka variabel pertumbuhan
ekonomi sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini dihapuskan dari uji statistik.
Setelah mengeluarkan variabel yang berkorelasi

multikolinearitas sebagai berikut.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

tinggi, didapatkan hasil

LISTRIK JALAN AIR MISKIN TPT
LISTRIK  1,0000 0,1432 0,1542 -0,6550 0,7475
JALAN 0,1432 1,0000 -0,4570 -0,1551 0,0681
AIR 0,1542 -0,4570 1,0000 -0,0895 0,3086
MISKIN  -0,6550 -0,1551 -0,0895 1,0000 -0,2883
TPT 0,7475 0,0681 0,3086 -0,2883 1,0000

Sumber: data terlampir pada skripsi penulis

uji

Hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki
nilai yang lebih besar dari 0,90 sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian telah
lolos uji multikolinearitas.

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam suatu
model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan
dengan pengamatan lainnya. Hasil uji disajikan sebagai berikut.
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable t Prob.
C -0,1431 0,8868
LISTRIK 0,6251 0,5348
JALAN -3,7903 0,0004
AIR -0,5453 0,5880
MISKIN -1,9822 0,0531
TPT 0,3217 0,7490

Sumber: data terlampir pada skripsi penulis
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Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa variabel
infrastruktur jalan memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, sementara variabel lainnya
berada di atas ambang batas tersebut, menandakan adanya gejala heteroskedastisitas
pada satu variabel. Namun, karena model yang digunakan adalah Fixed Effect Model
(FEM), keberadaan heteroskedastisitas ini dapat dianggap wajar. FEM secara khusus
dirancang untuk mengakomodasi heterogenitas tidak teramati antar unit cross-section,
yang sering kali memunculkan variasi dalam error term antar entitas.

Analisis Regresi Data Panel
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi

Dependent variable: ketimpangan 1) (2)
distribusi pendapatan Restricted Unrestricted
Listrik 0,1242 0,3340%**
Jalan 0,0027 -0,0196%*
Air 0,0013 -0,0004*
Tingkat Kemiskinan No Yes
TPT No Yes
Adjusted R-squared 0,9372
F-statistic 72,210
Prob(F-statistic) 0,0000
Prob. <0,01 ***
<0,05 **
<0,10 ¥

Sumber: data terlampir pada skripsi penulis
Dalam analisis regresi, peneliti menggunakan transformasi logaritma (LOG) pada
variabel independen dan variabel kontrol untuk mengatasi masalah multikolinearitas.

Multikolinearitas terjadi ketika terdapat hubungan linear yang tinggi antarvariabel

independen, yang dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan

mengurangi keakuratan interpretasi model. Maka perubahaan persamaan regresi sebagai
berikut.

Yit = Bslog(listrik) + B.log(jalan) + Bsair + B4miskin + Bs(TPT) +€it

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut.

Y = 1.648 + 0.3340g(listrik) - 0.019log(jalan) - 0.000air + 0.008miskin + 0.016(TPT)

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Nilai konstanta sebesar -1.648 adalah intersep.

2) Variabel infrastruktur listrik memiliki nilai koefisien sebesar 0,334 mengindikasikan
bahwa setiap peningkatan 1 persen jumlah rumah tangga yang memiliki akses listrik
akan meningkatkan indeks Williamson sebesar 0,00334 poin, dengan asumsi variabel
lain tetap.
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3) Variabel infrastruktur jalan memiliki nilai koefisien sebesar -0,019 mengindikasikan
bahwa menunjukkan bahwa peningkatan 1 km panjang jalan dalam kondisi baik akan
menurunkan indeks Williamson sebesar 0,00019 poin.

4) Variabel infrastruktur air memiliki nilai koefisien sebesar -0,000 mengindikasikan
bahwa peningkatan 1 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air
minum layak belum memberikan dampak langsung terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan.

Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji Statistik Secara Simultan

Berdasarkan hasil uji simultan pada Lampiran 4 diperoleh besarnya F-statistic
sebesar 72.21047 dengan nilai Prob(F-statistic) 0.00 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel
infrastruktur listrik, jalan, dan air memiliki pengaruh secara simultan terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya hipotesis diterima. Didukung nilai adjusted r
square sebesar 0,937 mengindikasikan bahwa infrastruktur listrik, jalan, dan air
berpengaruh terhadap terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di
Provinsi Bali sebesar 93,7 persen. Sisanya sebesar 6,3 persen dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hasil Uji Statistik Secara Parsial
Hasil pengujian secara parsial ditunjukkan pada Tabel 5 dengan penjabaran sebagai
berikut.

1) Infrastruktur listrik memiliki nilai koefisien sebesar 0,334 dengan nilai probabilitas
sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa infrastruktur listrik
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis yang
menyatakan bahwa infrastruktur listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan sehingga hipotesis ditolak.

2) Infrastruktur jalan memiliki nilai koefisien sebesar -0,019 dengan nilai probabilitas
sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa infrastruktur jalan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan
bahwa infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan sehingga hipotesis diterima.

3) Infrastruktur air memiliki nilai koefisien sebesar -0,000 dengan nilai probabilitas
sebesar 0,39 lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa infrastruktur air
berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil ini bertolak belakang dengan
hipotesis yang menyatakan bahwa infrastruktur air berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sehingga hipotesis ditolak.
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Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Infrastuktur Listrik, Jalan, dan Air Secara Simultan Terhadap Ketimpangan
Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Hasil analisis menunjukkan bahwa infrastruktur listrik, jalan, dan air berpengaruh
secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi
Bali, dibuktikan dengan nilai Prob(F-statistic) 0.00 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji koefisien
determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted r square sebesar 0,937 mengindikasikan
bahwa infrastruktur listrik, jalan, dan air berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar 93,7 persen.

Pengaruh Infrastuktur Listrik, Jalan, dan Air Secara Parsial Terhadap Ketimpangan

Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

1) Pengaruh Infrastuktur Listrik Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa infrastruktur listrik berpengaruh positif
dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di
Provinsi Bali, dengan nilai koefisien sebesar 0,334 dan nilai probabilitas 0,00 lebih kecil
dari 0,05. Artinya penambahan 1 rumah tangga yang memiliki akses listrik akan
meningkatkan indeks williamson sebesar 33,4 persen.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui karakteristik struktur pelanggan listrik di
Provinsi Bali yang menunjukkan disparitas signifikan antarwilayah. Berdasarkan data
gambaran umum, terlihat bahwa Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki
pertumbuhan jumlah pelanggan listrik yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten
lainnya. Hal ini mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi, terutama sektor
pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali, di wilayah-wilayah tertentu.
Sementara kabupaten seperti Tabanan, Klungkung, dan Karangasem menunjukkan
pertumbuhan yang lebih moderat, mengindikasikan ketimpangan dalam distribusi
manfaat infrastruktur listrik.

2) Pengaruh Infrastuktur Jalan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali,
dengan koefisien -0,019 dan signifikansi 0,02, yang berarti peningkatan panjang jalan
dalam kondisi baik dapat menurunkan indeks ketimpangan sebesar 1,9 persen.
Temuan ini relevan dengan kondisi geografis Bali yang beragam dan kebutuhan
konektivitas antardaerah, terutama dalam mendukung sektor pariwisata. Infrastruktur
jalan yang merata memungkinkan penyebaran manfaat ekonomi secara lebih adil,
sejalan dengan teori pertumbuhan endogen dan didukung oleh berbagai studi
sebelumnya yang menyoroti pentingnya perbaikan jalan untuk mengurangi
kesenjangan. Sebaliknya, infrastruktur air menunjukkan pengaruh negatif namun tidak
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signifikan terhadap ketimpangan, yang kemungkinan disebabkan oleh variabilitas
akses dan tantangan geografis dalam distribusi air bersih yang konsisten. Meskipun
tidak berdampak langsung terhadap ketimpangan pendapatan, infrastruktur air tetap
penting dalam meningkatkan kualitas hidup, mendukung kesehatan masyarakat, serta
mendorong produktivitas, khususnya di sektor pertanian dan pariwisata, yang
menjadikan investasi di sektor ini tetap strategis untuk pembangunan berkelanjutan.

3) Pengaruh Infrastuktur Air Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa infrastruktur air berpengaruh negatif
namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota
di Provinsi Bali, dengan nilai koefisien sebesar -0,000 dan nilai probabilitas 0,39 lebih
besar dari 0,05. Artinya peningkatan maupun penurunan persentase rumah tangga
yang mendapatkan akses air layak belum dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi
pendapatan secara langsung.

Hasil yang tidak signifikan ini dapat dipahami melalui karakteristik akses air bersih di
Provinsi Bali yang menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir di berbagai
kabupaten/kota. Berdasarkan gambaran umum, variabilitas akses air bersih
antarwilayah dan antarwaktu mengindikasikan adanya tantangan dalam penyediaan
infrastruktur air yang konsisten dan berkelanjutan. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh
perubahan sumber air, penurunan kapasitas produksi, atau gangguan dalam sistem
distribusi.

Dalam konteks Bali, kondisi geografis yang beragam, mulai dari wilayah
pegunungan hingga pesisir, serta variabilitas curah hujan musiman, menciptakan
tantangan khusus dalam penyediaan air bersih yang merata. Beberapa wilayah
mungkin mengalami surplus air pada musim tertentu namun kekurangan pada musim
lainnya, sementara wilayah lain menghadapi tantangan kualitas air akibat intrusi air
laut atau pencemaran.

Temuan ini belum dapat mendukung teori pertumbuhan endogen yang
menyatakan bahwa investasi infrastruktur berdampak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi yang menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.
Namun, hal ini tidak berarti infrastruktur air tidak penting. Akses terhadap air bersih
lebih banyak berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan
masyarakat dibandingkan dengan peningkatan produktivitas ekonomi secara
langsung.

KESIMPULAN

1) Berdasarkan hasil analisis data panel menggunakan model fixed effect terhadap
sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2017-2023, disimpulkan
bahwa infrastruktur listrik, jalan, dan air secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai
probabilitas F-statistic sebesar 0,0000 dan nilai adjusted R-squared sebesar 0,937,
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yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara kolektif menjelaskan variasi
ketimpangan pendapatan di Bali dengan sangat baik.

2)Secara parsial, infrastruktur listrik berpengaruh signifikan positif terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan, dengan nilai koefisien sebesar 0,334 dan
probabilitas 0,000, yang mengindikasikan bahwa peningkatan akses listrik belum
merata dan dapat memperbesar kesenjangan jika tidak disertai dengan pemerataan
aktivitas ekonomi. Infrastruktur jalan memiliki pengaruh signifikan negatif dengan
koefisien -0,019 dan probabilitas 0,000, menunjukkan bahwa perbaikan kualitas jalan
berdampak pada penurunan ketimpangan. Sementara itu, infrastruktur air bersih
menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik, dengan
probabilitas 0,39, sehingga belum dapat disimpulkan berdampak langsung terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan.
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